
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

  

A. Tinjauan Tentang Perkawinan dan Perceraian 

1. Dasar Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan 

  

Dalam kehidupan masyarakat perikatan perkawinan memiliki arti penting, yakni hidup 

bersama merupakan pembentukan kehidupan untuk bangsa dan negara. Keharmonisan serta 

kesejahteraan menentukan rasa bahagia di masyarakat, sebaliknya hancurnya perkawinan 

yang dinamakan keluarga ini akan berdampak pada hancurnya tatanan masyarakat.  

  

Mengingat pentingnya peran hidup bersama di lingkungan masyarakat, negara perlu memiliki 

peraturan dan tata tertib untuk mengatur berlangsungnya hidup bersama tersebut. Peraturan 

tersebut yang memiliki arti bahwa perkawinan sebagai kehidupan antara laki-laki dan 

perempuan yang termasuk pada syarat dari peraturan itu. 

Perkawinan memiliki tujuan menciptakan keluarga yang harmonis dan berdasar pada 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk inilah adanya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan mengatur bagi seluruh masyarakat Indonesia beserta berisikan 

syarat sahnya perkawinan, keabsahan perkawinan, pembatalan perkawinan, tujuan 

perkawinan, akibat hukum perkawinan, dan putusanya perkawinan. 

  

Selain itu, diperlukannya kepastian hukum sebagai pengingat bahwa perkawinan memiliki 

dampak yang luas yakni akan membawa akibat suami istri, keluarga pihak yang bersangkutan, 

masyarakat, dan negara. Dalam arti tertentu, perilaku yang dilakukan oleh masyarakat untuk 

mendapatkan kebutuhan terbentuk dalam suatu peraturan aturan hidup yang menentukan 

bagaimana mereka berperilaku. 

  

Perkawinan sebuah ikatan lahir dan batin seorang pria dan wanita, yang selanjutnya disebut 

sebagai suami istri dalam bentuk sebuah rumah tangga sesuai Pasal 1 Undang-Undang 

Perkawinan menjadi dasar tujuan untuk membangun keluarga yang harmonis dan abadi. 

Dibentuknya sebuah keluarga karena adanya ikatan lahir dan batin seorang pria dan wanita 

yang hadir untuk hidup bersama sebagai suami istri yang menjadi bekal untuk keutuhan 

rumah tangga nya kelak.  



 

 

  

Sebuah perkawinan yang dilakukan bisa dikatakan sah secara Agama, jika pengikatan yang 

dilaksanakan menurut hukum keyakinan agama dan kepercayaan yang dianut keduanya sama, 

meskipun belum tercatat sah dalam catatan pemerintah/Kantor kependudukan dan catatan 

sipil. Jika pasangan ingin mencatatkan diri dalam Catatan Kependudukan yang diakui Negara, 

maka harus mendaftar pada Kantor Urusan Agama dan atau Kantor Pengadilan Negeri. 

  

2. Dasar-Dasar Putusnya Perkawinan 

2.1 Putusnya Perkawinan dan Akibat Hukumnya 

Terjadinya ikatan perkawinan pada setiap orang suami/istri diharapkan menjadi harmonis dan 

kekal. Namun, setiap perjalanan rumah tangga tidak selalu berjalan harmonis dan perkawinan 

dapat terputus karena beberapa sebab seperti bunyi pada Pasal 38 UU Perkawinan yakni 

kematian yang disebabkan karena kehendak Tuhan dan bukanlah kehendak dari salah satu 

suami atau istri, perceraian merupakan kehendak dari suami istri tersbeut karena sudah tidak 

adanya keharmonisan dalam rumah tangganya, dan keputusan pengadilan yang mengeluarkan 

putusan perceraian serta para pihak wajib tunduk pada putusan tersebut. 

Putusnya perkawinan memiliki penyebab, kematian disebabkan karena salah satu dari suami 

istri meninggal dunia, dikarenakan kematian ialah kehendak dari Tuhan. Perceraian menjadi 

penyebab putusnya perkawinan yang dilakukan dimuka persidangan, karena diantara 

suami/istri tidak mendapatkan kata damai sehingga memilih perceraian sebagai langkah untuk 

mengakhiri perkawinannya.  

Memiliki alasan yang cukup kuat ialah dasar dari perceraian tersebut, mengapa suami/istri 

memilih berpisah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan hal 

inilah yang dapat meyakinkan hakim untuk memutuskan apakah dapat dilakukannya 

perceraian atau tidak.  

Jika alasan bercerai tidak cukup kuat, akan dilakukan proses musyawarah atau mediasi antar 

keluarga sebagai wadah untuk menampung sebuah permasalahan yang sedang dihadapi 

sehingga hubungan suami/istri masih bisa diperbaiki. Namun, itu semua kembali lagi kepada 

pasangan suami/istri jika tetap menginginkan berpisah maka langkah selanjutnya berhadapan 

di persidangan. Akibat hukum dari putusnya perkawinan, memiliki dampak pada status baru 



 

 

suami/istri tersebut, berdampak pada kekayaan atau harta benda yang didapatkan selama masa 

perkawinan, dan berdampak pada anak.  

2.2 Pengertian Perceraian 

  

Perceraian dapat merupakan pilihan terakhir dari sebuah permasalahan yang tak kunjung 

selesai. Jika diantara suami istri tidak dapat disatukan dengan cara musyawarah maka 

perceraian menjadi pilihan terakhir. Maka, harus adanya alasan-alasan tertentu yang 

memperkuat sebab perceraian tersebut dapat dilaksanakan di persidangan. Perceraian menjadi 

sebab status baru bagi putusnya hubungan suami istri yang sebelumnya menjalin rumah 

tangga bersama. Beberapa hal yang menjadi penyebab putusnya perkawinan seperti tidak 

adanya pemenuhan hak dan kewajiban antar suami istri.  

  

Perceraian terhitung saat perceraian itu dinyatakan di hadapan persidangan, dimana suami 

istri saling berhadapan untuk mengakhiri rumah tangga nya. Setelah sebelumnya telah 

diadakan mediasi atas perintah Hakim namun tidak berhasil dan kedua pihak memilih 

perceraian maka, setelah itu Hakim akan membacakan gugatan perceraian. 

  

B. Tinjauan tentang Kewenangan Hakim dalam Pembagian Harta Bersama  

  

Apabila putusnya perkawinan disebabkan oleh perceraian, maka harta bersama diatur menurut 

hukumnya masing-masing, namun jika pada perkawinan tersebut adanya perjanjian 

perkawinan maka merujuk pada perjanjian yang telah dibuat merujuk pada Pasal 37 Undang-

Undang Perkawinan. 

  

Hakim dan putusannya bagaikan dua sisi mata uang, yakni tidak terpisahkan. Sangat besar 

harapan untuk hakim agar dapat menghasilkan putusan yang seadil-adilnya. Menurut Gustav 

Radburch yang dikutip oleh Sudikno Mertokusumo “jika putusan tersebut mengandung 

keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, maka putusan hakim tersebut dapat dikatakan 

ideal”.  

  

Dalam sebuah proses peradilan, hakim akan menggunakan rujukan pada putusan-putusan 

yang sudah ada (yurisprudensi), undang-undang atau peraturan yang terkait, namun bisa juga 

menggunakan alat bukti dan keterangan yang disampaikan para pihak selama persidangan 



 

 

mana yang lebih kuat secara argumen dan keterangan yang mendukung sesuai dengan bukti-

bukti yang ada, meskipun terkadang hal demikian bisa saja kurang tepat, namun selama tidak 

ada keterangan yang membantah, maka hal itu akan dianggap benar sesuai dengan Pasal 50 

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.  

  

Majelis hakim dalam memutuskan pembagian harta bersama berpatokan pada penemuan 

hukum baru. Salah satu bentuk penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam 

menentukan pembagian harta bersama akibat perceraian adalah penggunaan teori-teori hukum 

dalam memeriksa perkara berdasarkan nilai-nilai keadilan. Pembagian harta bersama tidak 

selalu dibagi rata antar para pihak, jika telah diatur di dalam perjanjian perkawinan 

menyangkut harta kekayaan, maka Hakim memutus berdasarkan apa yang telah ada di 

perjanjian perkawinan tersebut. Jika tidak adanya perjanjian perkawinan yang mengatur harta 

kekayaan, maka hakim dapat menggolongkan harta mana saja yang termasuk harta bersama 

dan harta bawaan. 

  

Membagi harta bersama menjadi 1/2 bagian untuk suami istri hanya demi keadilan, dalam hal 

ini suami dan istri telah berkontribusi untuk menjaga keberlangsungan keluarga. 

Pertimbangan bahwa suami atau istri berhak atas setengah dari harta bersama ialah 

berdasarkan peran dari suami/istri sebagai pasangan yang saling melengkapi.  

  

Dalam beberapa kasus, ada putusan-putusan hakim yang menurut penilaian masyarakat 

dianggap tidak adil, seperti berikut ini : 

1. Pendapat salah satu pihak lebih dominan dalam persidangan, sedangkan pihak lain 

cenderung/tidak membantah atau memberikan argumen yang melawan sehingga 

menurut hakim dengan diamnya salah satu pihak tersebut maka dianggap keterangan 

yang diberikan lebih kuat sehingga dianggap benar 

2. Pemeriksaan alat bukti cenderung lebih banyak berdasarkan keterangan, sedangkan 

bukti fisik kurang lengkap, sehingga terkesan tidak sesuai hukum yang berlaku, 

sehingga beberapa pihak menilai putusan bisa digugat atau batal demi hukum. 

3. Petitum yang dimintakan oleh salah satu pihak lawan dan keterangan pihak-pihak 

yang terkait dapat membiaskan tuntutan pokok dalam perkara tersebut, sehingga kuasa 

hukum dapat menggunakan keterangan/alibi yang dapat meringankan/memberatkan 

akibat putusan hakim, juga akan menggunakan dalil-dalil yang disebutkan selama 

persidangan yang dianggap benar sebagai putusan. 



 

 

  

C. Tinjauan tentang Harta Benda dalam Perkawinan 

  

Dalam sebuah perkawinan biasanya mendapatkan/memiliki harta yang digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan keluarga, yang bisa diperoleh dari pekerjaan suami atau istri atau salah 

satu darinya, dan itu menjadi harta bersama. Sedangkan harta bawaan merupakan harta yang 

dimiliki suami istri sebelum menikah atau harta yang diperoleh dari warisan/hibah dan 

dinyatakan bahwa harta tersbeut diwariskan/dihibahkan kepada salah satu pasangan, bukan 

kepada keluarga. 

  

1. Jenis-Jenis Harta Benda dalam Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan)  

1.1.Pengertian Harta Bersama 

  

Pada lingkungan masyarakat dikenal sebagai harta gono-gini, adalah kekayaan yang 

didapatkan suami-istri dalam perkawinan secara bersama-sama sebelum terjadinya peceraian, 

dan tidak termasuk kekayaan warisan atau hadiah yang didapatkan sebelum memasuki 

perkawinan secara otomatis kekayaan tersebut menjadi milik pribadi.  

  

Harta bersama juga diatur pada Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan dimana hubungan suami istri yang berakhir karena perceraian kerap 

menimbulkan permasalahan pembagian harta yang selama ini diperoleh selama perkawinan 

berlangsung. Masalah pembagian harta yang meributkan suami istri umumnya terjadi karena 

kurangnya pengertian terhadap harta bersama dan harta bawaan, biasanya suami istri yang 

meributkan harta bersama setelah perceraian ialah mereka yang tidak memiliki perjanjian 

perkawinan menyangkut hak-hak atas harta pribadi. Jika disuatu rumah tangga yang bekerja 

hanya seorang suami selain kewajibannya memberi nafkah kepada keluarga juga penghasilan 

suami tersebut menjadi harta bersama, begitupun jika seornag istri bekerja maka penghasilan 

itupun masuk dalam harta bersama selama tidak ada perjanjian yang mengikatnya. 

  

Menurut Prof Abdulkadir Muhammad, S.H menyatakan bahwa “harta bersama memiliki 

konsep yang dapat dilihat dari sisi ekonomi dan hukum, meskipun kedua segi ditinjau 

memiliki perbedaan, keduanya memiliki hubungan satu sama lain”. harta bersama dalam 

konsep ekonomi artinya bahwa harta tersbeut dapat digunakan secara bersama atau sendiri 

dengan tujuan peningkatan tarif ekonomi/kesejahteraan keluarga, namun dalam pengertian 



 

 

hukum harta tersebut tidak boleh dikuasi sepihak dan atau melarang pasangan untuk 

menggunakan, semisal suami melarang istri menggunkan hanya karena istri tidak 

menghasilkan harta tersebut. Selama harta tersbeut tidak diperjnajikan terpisah maka 

keduanya memiliki hak yang sama dimata hukum untuk dapat menggunakan dan memenuhi 

kebutuhan rumah tangganya. 

  

Drs. H. Abdul Manan, S.H menyatakan “Harta bersama ialah harta yang didapatkan selama 

ikatan perkawinan dan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa”. hal tersebut juga 

diatur Pasal 128 KUHPerdata menyebutkan putusnya perkawinan menimbulkan kekayaan 

suami istri akan dibagi tanpa melihat harta kekayaan itu berasal dari siapa. Selama 

berlangsungnya perkawinan, baik suami atau istri yang mendapatkan harta tersebut tanpa ada 

perjanjian yang mengaturnya maka harta tersbeut menjadi harta bersama, semisal selama 

perkawinan berlangsung baik suami atau istri membeli suatu harta yang memiliki nilai dan 

terdaftar atas nama salah satu dari mereka tetap menjadi harta bersama, jika di dalam 

perkawinannya tidak ada perjanjian yang mengatur mengenai pemisahan harta yang 

didapatkan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Namun, ketika suami istri memilih 

perceraian dan harus dibagi harta antar keduanya, maka harta yang telah didapatkan bersama-

sama baik terdaftar atas nama suami atau istri selama tidak ada pernajian yang mengaturnya 

maka harta tersbut menjadi harta bersama dan harus dibagi secara adil untuk keduanya.  

  

Masalah harta bersama merupakan pembahasan yang penting bagi kehidupan berkeluarga. 

Harta bersama dapat menyangkut pengelolaan, penggunaan, dan pembagian harta bersama 

jika hubungan perkawinan suami istri telah putus disebabkan perceraian atau kematian. 

Pasangan suami istri yang putus perkawinan karena perceraian disibukkan dengan masalah 

pembagian harta bersama setelahnya. Bahkan, yang terjadi di masyarakat harta bersama 

sering menjadi penghambat proses persidangan menjadi berbelit-belit.  

  

1.2. Pengertian Harta Bawaan 

  

Harta bawaan merupakan harta benda milik masing-masing suami/istri yang diperoleh 

sebelum terjadinya perkawinan dapat berupa warisan atau hadiah yakni pada Pasal 35 ayat (2) 

UU Perkawinan ialah suami istri berhak atas seluruh kekayaan masing-masing yang dimiliki, 

asal tidak ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. 

  



 

 

Harta bawaan dapat dibuktikan melalui pembuatan akta tersendiri yang menjelaskan bahwa 

harta yang memiliki nilai tersebut didapatkan melalui warisan atau hadiah. Agar dikemudian 

hari jika harta bawaan tersebut dipermasalahkan telah ada akta otentik yang dapat 

membuktikan kedudukan harta bawaan tersebut. 

  

Beberapa hal yang termasuk dalam harta masing-masing suami-istri: 

a) Hutang yang belum lunas yang dibawa oleh masing-msing suami /istri kedalam 

perkawinan. 

b) Harta warisan atau hadiah, kecuali jika diatur pada perjanjian perkawinan. 

  

Untuk harta yang dimiliki masing-masing sebelum menikah yang disebut harta bawaan adalah 

sepenuhnya menjadi hak yang bersangkutan sebelum menikah maupun setelah menikah, baik 

penggunaan harta secara langsung maupun saat digunakan sebagai jaminan/pinjaman kepada 

bank tanpa persetujuan pasangannya, demikian juga halnya segala resiko yang mungkin 

timbul juga menjadi tanggung jawab masing-masing. Semisal harta digunakan sebagai 

jaminan kredit bank, maka jika suatu saat terjadi resiko hukum seperti kredit macet, maka 

sepenuhnya menjadi tanggungjawab peminjam, sedangkan istri/suami yang menjadi pasangan 

tidak punya kewajiban apapun kepada bank untuk membayar atau melunasi pinjaman 

pasangannya. 

  

Harta bawaan dapat menjadi harta bersama jika suami istri menyetujui dan menempatkannya 

di dalam perjanjian perkawinan yang akan mengatur hak-hak dari seluruh harta kekayaan 

selama perkawinan berlangsung. 

  

1.3 Pentingnya Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Bersama 

  

Perjanjian yang dibuat oleh suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan 

untuk mengatur harta kekayaannya disebut perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan 

bukan hanya sekedar berisi harta atau kekayaan, ada hal lain yang dapat termuat pada 

perjanjian perkawinan seperti tentang anak dan sebagainya. 

  

Calon suami istri yang memiliki perjanjian perkawinan pada umumnya jika antara suami istri 

memiliki penghasilan atau nilai harta kekayaan yang lebih besar dan terkait hutang dari 

masing-masing suami istri menjadi tanggung jawab sendiri. 



 

 

  

Hubungan suami istri dalam keluarga ibarat sebuah perjanjian yang memuat hak dan 

kewajiban, jika salah satu darinya tidak terpenuhi maka akan timbul permasalahan dalam 

keluarga. Hak dan kewajiban tersebut merupakan hukum yang tidak tertulis atau tidak 

ditetapkan oleh pihak yang berwenang, namun timbul secara alamiah dampak perkawinan 

harus dilakukan. 

  

Perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta dan dihadapan notaris sebelum 

berlangsungnya pernikahan, dapat menjadi batal apabila perjanjian tersebut tidak dalam 

bentuk akta. Ketentuan perjanjian perkawinan dinyatakan berlaku saat pernikahan 

berlangsung mengingat Pasal 147 KUHPerdata. Jika sebelum perkawinan tidak dibuatnya 

perjanjian yang mengatur mengenai harta, maka seluruh harta suami dan istri menjadi milik 

bersama. Mengenai perjanjian perkawinan ini, dibenarakan menurut Undang-Undang 

sepanjang tidak melanggar kesusilaan dan ketentraman masyarakat secara umum. 

  

1.4 Hak dan Kejawiban Suami-Istri Mengenai Harta Bersama  Menurut Undang-

Undang Perkawinan 

  

Wujud dari harta bersama dapat berupa benda berwujud dan tak berwujud. Semakin 

beragamnya wujud harta benda yang ada di rumah tangga membuat suami/ istri kesulitan 

menggolongkan mana saja harta yang menjadi harta bersama. Sampai saat ini masih dijumpai 

suami/istri bersengketa perihal harta bersama yang menunjukkan tentang harta perkawinan 

apakah harta tersebut termasuk harta bersama atau tidak. 

  

Suami istri bertanggung jawab atas harta kekayaan sesuai dengan status harta tersebut, apakah 

harta tersebut milik pribadi atau milik bersama. Karena jika harta itu milik pribadi, maka 

tanggung jawabnya dibawah penguasaan masing-masing suami/istri. 

  

Suami istri memiliki hak dan kewajiban menurut pasal 31 Udang-Undang perkawinan 

diantaranya adalah:  

1. Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam perkawinan, demikian 

juga memiliki kedudukan yang sama di lingkungan sosial masyarakat. 

2. Dalam setiap tindakan dan perbuatan memiliki kedudukan yang sama dimata hukum, 

baik karena perbuatan sendiri maupun ketentuan hukum yang harus dijalankan 



 

 

3. Dalam pandangan umum mayoritas rumah tangga pada umumnya melihat suami 

sebagai kepala keluarga dan memiliki kewajiban menafkahi keluarganya dan istri 

memiliki kewajiban sebagai ibu rumah tangga. 

  

Jika suami istri sepakat bahwa harta bawaan akan dimasukkan ke dalam harta bersama, maka 

ketentuan yang berlaku adalah apa yang telah dimasukkan kedalam perjanjian. Suami atau 

istri berhak untuk menggunakan harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak. 

  

Mengingat hak dan posisi suami istri setara dalam lingkup rumah tangga dan kehidupan sosial 

di masyarakat, maka baik suami atau istri berhak mengambil langkah hukum. Undang-

Undang Perkawinan tidak melarang jika harta bawaan berupa warisan atau hadiah masing-

masing suami istri yang didapatkan sebelum perkawinan dimasukkan pada harta bersama 

selama suami istri tersebut mengaturnya dengan perjnajian perkawinan.  

  

Dalam hal ini, tidak ada ketentuan dalam perjanjian perkawinan yang mengatur atau 

menyetujui untuk memasukkan ke dalam harta bersama, segala warisan atau hadiah yang 

didapatkan suami istri sebelum perkawinan menjadi harta bersama. 

  

D. Alur Persidangan Acara Perdata 

  

a. Gugatan  

  

1.  Gugatan Permohonan/Voluntair 

Adapun ciri dari permohonan gugatan voluntair:  

1. Perkara yang diajukan memiliki sifat kepentingan sepihak, untuk menyelesaikan 

kepentingan permohonan mengenai suatu masalah perdata yang membutuhkan 

kepastian hukum.  

2. Perkara yang dimohon kepada Pengadilan Negeri, pada dasarnya tanpa memiliki 

sengketa dengan pihak lain. 

3. Tidak pihak ketiga atau orang lain yang ditarik sebagai lawan 

  

2. Gugatan Contentiosa 



 

 

Gugatan contentiosa merupakan gugatan sengketa di antara dua pihak atau lebih, merupakan 

sengketa atau perselisihan diantara para pihak. Artinya, penyelesaian sengketa di pengadilan 

melalui proses saling menanggapi dalam bentuk replik maupun duplik.  

  

3. Gugatan Class Action 

Gugatan tersebut diajukan oleh salah satu perwakilan dari kelompok yang memiliki tugas 

untuk mengajukan gugatan, gugatan class action tidak hanya mengatasnamakan kelompok, 

tetapi juga harus memiliki tujuan atau kepentingan yang sama. Gugatan berisikan fakta yang 

dapat dibuktikan kebenarannya dimuka persidangan, pada posita berisikan peristiwa dan 

landasan hukum seperti undang-undang ataupun asas-asas hukum, sedangkan petitum 

merupakan bagian yang memuat hal-hal yang diajukan atau diinginkan. 

  

b. Penyelesaian perkara dalam rangka mediasi 

1. Prosedur mediasi di pengadilan 

Penyelesaian perkara wajib diawali dengan mediasi untuk menyelesaikan masalah dibantu 

oleh mediator, kemudian mediator menyatakan apakah proses mediasi tersbeut berhadil atau 

gagal. Jika mediasi tersbeut berhasil wajib dibuat kesepakatan secara tertulis yang disetujui 

para pihak, dan mencabut gugatan perkara. Jika mediasi gagal, mediator memberitahukan 

kepada Hakim dan melanjutkan pemeriksaan perkara 

a. Mediator dalam lingkungan pengadilan 

b. Mediator diluar pengadilan  

  

2. Sistem proses mediasi 

1. Tertutup untuk umum 

2. Terbuka untuk umum asalkan dari persetujuan para pihak 

3. Permasalahan publik mutlak terbuka untuk umum 

  

c. Tata cara pemanggilan para pihak pada persidangan 

Pengertian panggilan, menyampaikan secara resmi dan patut kepada para pihak yang terlibat 

pada pekara, bentuk panggilan: surat tertulis dan berita acara panggilan. Tetapi, panggilan 

tidak sah jika dilakukan secara lisan. 

  

d. Penyitaan  

1. Pengertian dan tujuan penyitaan 



 

 

a. Hakim atau pengadilan memerintahkan secara resmi untuk tindakan paksa penajagaan  

b. Barang yang disengketakan adalah barang yang ditempatkan dalam penjagaan 

c. Pejagaan dan penetapan barang yang disita berlangsung selama proses pemeriksaan, 

hingga ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap 

d. Dilakukan penyitaan agar menghindari kemungkinan diantara para pihak akan 

memindahtangankan barang sengketa tersebut 

e.  Pada saat mengajukan permohonan penyitaan, penggugat hendaknya menjalaskan 

identitas barang yang akan disita tersebut. Atas permohonan itu, pengadilan melalui 

juru sita akan memeriksan kebenaran dari barang tersebut 

  

2. Sita harta bersama 

Memiliki tujuan meletakkan harta bersama suami istri melalui penyitaan, agar barang tersebut 

tidak dapat dipindahtangankan saat proses perkara perceraian atau pembagian harta bersama 

masih berjalan. Sita harta bersama dilangsungkan saat proses persidangan masih berjalan, 

namun ketika putusan hakim diucapkan maka harta kekayaan suami istri tidak lagi diletakkan 

di sita harta bersama melainkan akan dibagi sesuai keputusan hakim. 

  

e. Eksepsi dan Bantahan Pokok Perkara 

Tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk Eksepsi : 

1. Untuk pernyataan yang berkaitan dengan syarat gugatan, yaitu apakah bentuk gugatan 

mengandung cacat formil yang tidak dapat diterima atau 

2. Pernyataan keberatan terhadap materi pokok perkara yang diajukan 

  

f. Gugatan Rekonvensi 

Pengertian menurut Pasal 132 a ayat (1) HIR : Rekonvensi ialah gugatan yang diajukan pihak 

tergugat kepada Pengadilan Negeri saat proses pemeriksaan  dalam bentuk balasan dari 

gugatan penggugat.  

  

g. Pembuktian 

Pada tahap pembuktian ini, para pihak mempunyai kesempatan untuk saling membuktikan 

keaslian atau kebenaran terhadap fakta hukum yang dipersengketakan. Sementara itu, karena 

hakim yang menentukan dan memutus maka semua tergantung pada pembuktian kedua belah 

pihak di persidangan. Peristiwa yang dikemukakan oleh penggugat dan tergugat belum tentu 



 

 

keduanya sama pentingnya bagi hakim, tentu saja hal itu akan disaring kembali oleh hakim 

untuk memisahkan pana yang penting dan tidak. 

Setiap orang yang mengaku memiliki hak atau peristiwa dan dapat membuktikannya atau 

membantah suatu hak orang lain, wajib dapat membuktikan hak dan peristiwa yang 

dikemukakan tersebut sesuai pasal 1865 KUHPerdata 

  

1. Alat-alat bukti 

1. Alat bukti tertulis 

Diatur pada Pasal 1867-1896 KUHPerdata tentang pembuktian dengan tulisan. Surat 

merupakan segala sesuatu yang mengandung ungkapan pemikiran seseorang yang 

dimaksudkan guna sebagai bukti dikemudian hari. Akta ialah suatu dokumen yang 

ditandatangan dan memuat peristiwa dan dasar suatu hak atau kewajiban yang sengaja dibuat 

untuk pembuktian.  

  

2. Alat bukti saksi 

Kesaksian yang diungkapkan haruslah mengenai kejadian yang dialaminya sendiri, namun 

jika dugaan yang diperoleh dari pemikiran sendiri tidak dianggap sebagai kesaksian. Dalam 

Pasal 1902-1012 KUHPerdata mengatur tentang pembuktian dengan saksi-saksi. Sebagai 

saksi yang memberikan keterangan dimuka persidangan tidak boleh membuat kesimpulan 

atau menyimpulkan sendiri peristiwa yang ia ketahui, jika hal tersebut terjadi maka hakim 

harus mengingatkan atau mengalihkan keterangan tersebut. kewajiban orang yang dipanggil 

sebagai saksi untuk menghadap, bersumpah, dan memberikan keterangan. 

  

3. Persangkaan 

Persangkaan berdasarkan undang-undang pada Pasal 1916 KUHPerdata ialah persangkaan 

yang didasari perbuatan atau peristiwa tertentu kemudian dihubungkan dengan undang-

undang atau peraturan lainnya. Sedangkan persangkaan yang tidak di dasari Undang-Undang 

pada Pasal 1922 KUHPerdata ialah pada persangkaan ini seluruhnya diserahkan pada 

pertimbangan Hakim dapat diperhatikan jika Undang-Undang mengizinkan untuk dibuktikan 

dengan dihadirkannya saksi-saksi. 

  

4. Pengakuan 

Pada Pasal 1923-1927 KUHPerdata mengatur tentang pengakuan. Pengakuan dapat dilakukan 

dihadapan persidangan atau diluar persidangan, berisikan pengakuan dapat dilakukan 



 

 

dihadapan hakim dan diluar persidangan, namun pengakuan diluar persidangan tidak dapat 

digunakan selain diizinkan pembuktian dengan saksi. 

  

  

  

5. Sumpah 

Pada Pasal 1929-1945 KUHPerdata mengatur sumpah dimuka hakim. Secara umum sumpah 

adalah pernyataan atas suatu janji yang dibuat atau diucapkan untuk mengingat Tuhannya. 

Selain untuk yakinkan hakim, sumpah juga memperkuat alat bukti saksi saat memberikan 

keterangan di persidangan.  

  

h. Kekuatan Putusan Hakim 

1. Kekuatan mengikat 

Keputusan yang dikeluarkan oleh Hakim dianggap benar dan para pihak patut untuk 

melaksanakan ketentuan tersebut. 

2. Kekuatan pembuktian 

Putusan yang telah dibacakan oleh Hakim memiliki kekuatan hukum tetap sehingga dapat 

dijadikan sebagai alat bukti dari para pihak yang berperkara, selama masih berhubungan 

dengan peristiwa yang ditetapkan dalam putusan. 

 


